BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi

terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun
2016- 2021, telah terjadi pergeseran kerangka ekonomi
yang berakibat pengaruh terhadap menjabarkan visi,
misi, dan program prioritas Bupati yang tertuang ke
dalam strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan
keuangan Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan
terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan Evaluasi

pelaksanaan RPJMD dan melaksanakan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sehingga perlu melakukan
perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b menetapkan Peraturan Daecrah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-
2021.

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
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Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan
Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor
2036;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
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9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019,
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Menetapkan :

Dan
BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016-2021.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-
2021(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan
Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 di ubah, sehingga dalam Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan
dalam bentuk Dokumen yang disusun dengan Sistematika
sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
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BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANDAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB IX : PENUTUP

2. Ketentuan dalam Pasal 6 di ubah, sehingga dalam Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 6 Mei 2019

[ BUPATI PELALAWAN, -

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS D# : PELALAWAN,

TENGKU MUHKLIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : 3.34.A/2019



